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Abstract 
Children are a part of human beings, and as we all know, every human 
being has basic rights that must be fulfilled. As with children, children 
have the right that must be protected. However, until now, there are still 
many cases of criminal acts involving children, one of which ischild 
trafficking, of course this indicates that violations of children's rights are 
still common. Of course the question arises, why such crimes can occur. 
Departing from this, this article appears, in which the paper aims to 
discuss the responsibilities of parents towards children as victims ofchild 
traffickingin Indonesia. The approach method used by the author in this 
paper is normative juridical, with descriptive analytical research 
specifications, and data sources in the form of secondary data, where 
the data is collected using document study techniques (library materials), 
which are then analyzed using qualitative methods. until finally 
presented in paper form. The results in this paper show thatchild 
trafficking is caused by several factors, one of which is the negligence 
and deliberation of parents in giving consent for children to be exploited, 
parents can do this because parents are the parties who take control of 
the child. However, parents who commit these acts will be categorized 
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as violating the law, given that the responsibilities and obligations of 
parents in providing protection for children have been regulated in 
various provisions in Indonesia. 
 
Keywords: parental responsibility, legal protection, child trafficking 
 
Abstrak 
Anak merupakan bagian dari manusia, dan seperti diketahui bersama, 
setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Sama 
halnya dengan anak, anak memiliki hak yang wajib untuk dilindungi. 
Namun, hingga saat ini, masih marak ditemukan kasus-kasus tindak 
pidana yang melibatkan anak, salah satunya adalah perdagangan anak 
(child trafficking), tentu hal tersebut mengindikasikan bahwa 
pelanggaran hak anak masih kerap terjadi. Tentu muncul pertanyaan, 
mengapa kejahatan semacam itu dapat terjadi. Berangkat dari hal 
tersebut, munculah tulisan ini, yang mana paper bertujuan untuk 
membahas terkait bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak 
sebagai korban perdagangan anak (child trafficking) di Indonesia. 
Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam paper 
ini yakni yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, 
dan sumber data berupa data sekunder, yang mana data tersebut 
dikumpulkan dengan teknik studi dokumen (bahan pustaka), yang 
kemudian hasilnya di analisis dengan metode kualitatif, hingga akhirnya 
disajikan dalam bentuk paper. Adapun dalam paper ini mendapatkan 
hasil, bahwa perdagangan anak (child trafficking) disebabkan oleh 
beberapa faktor, salah satunya adalah adanya kelalaian dan 
kesengajaan dari orang tua dalam memberikan persetujuan atas anak 
untuk dieksploitasi, orang tua dapat melakukan hal demikian karena 
orang tua merupakan pihak yang memegang kendali atas anak. Namun, 
orang tua yang melakukan tindakan tersebut, akan dikategorikan 
melanggar hukum, mengingat bahwa tanggung jawab dan kewajiban 
orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur 
dalam berbagai ketentuan di Indonesia. 
 
Kata Kunci: tanggung jawab orang tua, perlindungan hukum, child 
trafficking 

 

PENDAHULUAN 

Anak disebut sebagai generasi yang memiliki masa depan untuk 

memajukan Negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya anak memiliki 

hak-hak yang wajib dilindungi, yang mana hal tersebut bertujuan untuk 
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kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, kebebasan 

danPperlindungan dari tindakPpidana. Adapun untukKmelindungi hak-

hakAanakTtersebut, ditetapkanlah berbagaiPperaturan yangGmenjadi 

dasarRhukum untukKmelindungi anak.  (Andenny, 2018) 

Namun, pada kenyataannya, berbagai peraturan terkait 

perlindungan anak yang sudah ada, dirasakan belum efektif dalam 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut didasarkan pada 

masih maraknya kasus yang melibatkan anak. Adapun salah satu kasus 

yang dimaksud yakni perdagangan anak (child trafficking). Yang mana, 

perdagangan anak (child trafficking) diartikan sebagai perekrutan, 

transportasi, mentransfer, dan menyembunyikan anak-anak dengan 

tujuan eksploitasi. Adapun secara global, diperkirakan 20,9 juta orang 

berada dalam situasi kerja paksa akibat dari perdagangan manusia, dan 

5,5 juta diantaranya merupakan anak-anak. Tentu mengetahui hal 

tersebut, dapat disimpulkan, bahwa saat ini masih terdapat banyak 

sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang korbannya adalah anak.  

(Ottisova & dkk, 2018) 

Mengetahui fakta semacam itu, tentu tidak heran, jika hingga saat 

ini, isu perdaganganNanak (childTtrafficking) merupakanNsuatu isu 

yangGhangat di bicarakan dan mendapat perhatian dari 

berbagaiNnegara-negara diDdunia, termasukKIndonesia. Mengingat, 

bahwa kasusSini merupakan kekerasan yangGsangat kompleks 

terhadap kemanusiaan dan kejahatan yang sangat luar biasa 

menakutkan, sehingga sudah seharusnya perbudakan modern ini tidak 

bisa dibiarkan.  (Kurniawan, 2019) Adapun dalam mengatasi 

permasalahan ini, dibutuhkan adanya tindak lanjut secara hukum, 

mengingat perdagangan anak (child trafficking) merupakan masalah 

serius dan menyangkut segala bentuk persoalan Hak Asasi Manusia, 

yakni kekerasan, penyiksaan, serta pengabaian martabat hidup 

perempuan dan anak terdaftar. 

Adapun, berdasarkan hukum internasional, pihak yang berkaitan 

secara hukum dalamPpelaksanaan HakAAsasi Manusia adalah negara. 

Yang itu artinya, negaraAmemiliki peran dan tanggung jawab 

dalamLmenjalankan kewajibanNkenegaraan, yaituUberjanji 

untukKmenghormati, mengakui, memenuhi, melindungi, dan 

menegakkan HakKAsasi Manusia. Maknanya, dalamHhal ini, 
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negaraAmemiliki kewajibanNdan tanggungJjawab dalamPpemenuhan 

HakKWarga Negara, yang mana penjaminannya terdapat dalam 

instrumen HakKAsasiAManusia. BerdasarkanNhal tersebut, 

dapatDdisimpulkan, bahwaAnegara dapat di golongkan melakukan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia, jika negara tidak  

Adapun salah satu bentuk upayaPperlindungan 

HakAAsasiAManusia, khususnnya pemenuhanNhak-hakAanak, 

Indonesia memiliki ketentuan yangGmengatur terkait tindakPpidana 

perdaganganNanak (childTtrafficking), yakni Pasal 76F Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yangGmana menyatakan 

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 

penjualan, dan/atau perdagangan Anak.” 

Namun, pada kenyataannya ketentuan tersebut dirasakan belum 

efektif dalam memberantas tiindak pidana perrdagangan anak (chiild 

trafficking). Dapat disimpulkan demikian, karena hingga saat ini, kasus 

tersebut terus meningkat. Menurut Data Kemensos, sejjak 2016 sampai 

Junii 2019, Indonesia memiliki 4.906 krban perdaganngan orrang. Data 

lain dari Simfoni PPA Kemenpppa menunjukkan bahwa dari Januarii 

2019 sampai Junii 2020, terdappat 155 kasus tiindak pidana trafficking 

dan 195 prempuan dan aanak menjadi korban. Adapun salah satu kasus 

perdgangan anak (chilld traffickinng) di Indonesia yakni terjjadi di 

Kabupaten Alor, yang mana pelaku bertujuan melakukan eksploitasi 

seksual terhadap tiga korban anak. 

Mengetahui hal miris semacam itu, sedangkan hukum dirasa 

belum cukup untuk mengatasinya. Maka dibutuhkan jalan keluar yang 

lain dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak (child 

trafficking), yakni hrus ada koordiinasi yang baaik dari smua pihak, 

termasuk rakyat. Sehingga, dlam penanganannya, tidak hanya menjadi 

tugas Kmenterian Hukum dan HAM, melainkan juga menjadi tgas bagi 

wakl-wakill dari Pemrintah Pusat, Pemerintah Daerrah, pnegak hukum, 

massyarakat, lembaga swaadaya masyarakat, organiisasi profesi, daan 

peneliti/akademiisi, sebagaimana yang tercanntum dlam Pasal 58 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
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Dibutuhkannya penanganan yangGsangat baik terhadap kasus ini, 

bertujuan untuk meminimalisir semakin banyaknya perdagangan anak 

(child trafficking). Mengingat, korban dari tindakan ini akan merasakan 

dampak negatif yang sangat besar. Adapun dampak tersebut seperti 

anak akan mengalami rasa sakit, baik sakit pada tubuhnya, juga pada 

psikisnya. 

Sakit yang dialami anak dalam hal fisik yakni seperti anak yang 

mengalamii luka-lukka di skujur tubuh akiibat kekerasan yaang di terima 

darii pellaku, lebih dari itu, korbann juga dapat mengallami krusakan 

pada sistem reprodduksi yang diakibatkan dari tindakan pemerkosaan, 

yang tentu menyebabkan korban menjadi terinfeksi berbagai macam 

penyakit kesehatan reproduksi dan seksual, adapun salah satu penyakit 

yang dimaksud yakni HIV/AIDS. Anak-anak yang diperdagangkan dapat 

menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam memerangi penularan dan 

masalah HIV/AIDS dibandingkan dengan pekerja seks komersial, 

karena sifat dan kondisi mereka yang ditahan terkendali dan 

kerentanannya pelecehan, termasuk pemerkosaan dengan kejam. 

Mirisnya lagi, terkadang anak-anak yang diperdagangkan seringkali 

tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, sehingga pengobatan 

kurang. Sehingga, hal ini menyebabkan anak yang telah diselamatkan 

dari perdagangan seringkali harus menjalani tes HIV/AIDS, akibat bukan 

rahasia lagi bahwa eksploitasi seksual marak dilakukan terhadapPanak 

korbanPperdagangan anak (childDtrafficking). Yang tentu jika anak 

benar terindikasi HIV/AID, tentu hal tersebut dapat menyebabkan anak 

terdiskriminasi dalam lingkungan masyarakat. 

Selain dampak secara fisik, anak sebagai korban perdagangan 

anak (child trafficking) juga mengalami dampak psikis, adapun dampak 

sosial dan psikis yang dimaksud yakni anak sebagai korban 

perdagangan anak (child trafficking) akan merasa selalu dalam keadaan 

was-was dan tidak aman, anak memiliki traumatis, hilangnya 

kepercayaan karena sering dibohongi dan sulit mempercayai orang lain, 

dan yang pasti rasa malu karena perbuatan yang dilakukan. 

Tentu kedua dampak yang telah dijabarkan di atas, akan berimbas 

pada anak, yakni anak tidak mendapatkan kesempatan yang sebesar-

besarnya, baik secara fisik maupun psikis dalam mencapai tumbuh 

kembang yang terbaik.  (Hapsari, 2020) 
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Adapun terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan 

mendorong terjadinya perdagangan anak (child trafficking) ini, salah 

satunya adalah dari keluarga, khususnya yakni orang tua dari korban 

sendiri. Dikatakan demikian, karena anak tidak akan mengalami hal 

mengerikan tersebut jika orang tua tidak lalai dalam memenuhi 

kewajibannya yakni memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu, 

orang tua dikatakanNsebagai salahSsatu faktorYyang 

dapatTmenyebabkan kasus perdagangan anak (child trafficking), 

karena orang tua merupakan pihak yang memegang kendali atas anak, 

yang itu artinya, yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anak 

adalah orang tua, sehingga anak tidak akan menjadi korban 

perdagangan manusia jika orang tuaAmampu memenuhi 

kewajibannyaAdengan baik. Yang mana, terkait hal tersebut, dasar 

hukum yang mengatur terkait tanggungJjawab orangTtua 

terhadapPanak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya, ketentuan yang ada 

tidak berjalan efektif, hal tersebut terlihat dari masih maraknya 

ditemukan kasus perdagangan anak yang penyebab utamanya yakni 

orang tua, seperti orang tua yang sengaja memperdagangkan anak 

demi kepentingan ekonomi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada 

peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan 

dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Karakteristik 

penelitian yuridis normatif digunakan untuk memperoleh data sekunder, 

yaitu melalui studi kepustakaan dengan mengkaji semua informasi 

tertulis berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam 

permasalahan child trafficking di Indonesia yang diangkat dari berbagai 

sumber lalu dipublikasikan secara umum. Sumber yang dimaksud 

adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan 

dengan hukum secara teori, maupun jurnal hukum, tinjauan-tinjauan 

hukum secara umum melalui media cetak dan informasi dari sumber-

sumber lainnya. Selanjutnya, bahan hukum dibagi menjadi 2 (dua) 
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golongan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisa 

bahan hukum pada jurnal ini adalah yuridis normatif dengan 

menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan data 

yang diperoleh terlebih dahulu kemudian dilakukan inventarisasi dan 

identifikasi untuk dilakukan penyusunan secara sistematis agar 

mempermudah dalam proses menganalisa setiap permasalahan yang 

ada didalam jurnal ini. 

 

PEMBAHASAN 

1. Perwujudan Peraturan Hukum di Indonesia terkait Child 

Trafficking 

Salah satu bentuk upaya perlindungan hak anak yaitu melalui hukum, 

dan telah disinggung sebelumnya, bahwa negara merupakanNpihak 

yang berkaitan secaraAhukum dalamPpelaksanaan HAM. Mengenai hal 

tersebut, Indonesia dirasa telah memenuhinya, disimpulkan demikian, 

karena di negara kita ini, telah ditetapkan berbagai 

peraturanPperundang-undanganNyang perumusannya terkaitTdengan 

masalah perdaganganNanak (child trafficking). DanNdapat dikatakan, 

bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia terkait hal tersebut 

terbilang relatif lengkap. Mengingat bahwa mulai dari kontistusi negara, 

yakniUUndang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

hinggaPperaturan-peraturanNdi bawahnya, yakni Peraturan 

Pemerintah, PeraturanPPresiden, hingga Peraturan Menteri mengatur 

terkait tindak pidana kejahatan perdagangan anak (child trafficking) ini.  

(Putri & Takariawan, 2017). Adapun salah satu ketentuan yang 

dimaksud yakni tercantumDdalam KitabBUndang-Undang Hukum 

Pidana, yakni dalam Pasal 297 dan 324, antara lain: 

-Pasal 297 KUHP 
YangGmenyatakan, “Perdagangan wanita dan perdagangan 
anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana 
penjara paling lama enam tahun.”  
-Pasal 324 KUHP 
YangGmenyatakan, “Barang siapa dengan biaya sendiri atau 
biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau 
melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja 
turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah 
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satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun.” 

 

SelainNitu, terdapatPpula ketentuan lainNyang mengatur terkait 

perdaganganNanak (childDtrafficking), yakni Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, yangGmanaAdengan berlakunya ketentuanNini, Pasal 297 dan 

324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadiTtidakBberlakuUlagi 

(disebutkanNdalamPPasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). 

Selanjutnya, dalamAaturanNini jugaAdisebutkan, 

bahwaPperdaganganNorang adalahTtindakanPperekrutan, 

pengangkuttan, penampungn, pemiindahan, atauPpenerimaan 

seseorangGdengan ancamanNkekerasan, penggunaanNkekerasan, 

pencullikan, pennyekapan, pemlsuan, peniipuan, 

penyalahgunaanNkekuasaan atauPposisiRrentan, penjeratanUutang 

atauUmemberi bayaranNatauUmanfaat, sehinggaAmemperoleh 

persetujuanNdari orangYyang memegangGkendali atasSorang 

lainNtersebut, baikYyang dilakukanNdi dalamNnegara maupunNantar 

negara, untukTtujuan eksploitasiAatau 

mengakibatkanNorangGtereksploitasi.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika korbannya adalah anak, 

maka dapat disimpulkan, bahwa peerdagangan anak (chilld trafficking), 

merupakanNsuatu tindakPpidana kejahtan yangGsangat luarBbiasa. 

Yang mana, tindakan tersebut dapat ditimbulkan akibat orang yang 

memegang kendali atas anak ini memberikan persetujuan untuk 

dilakukannya eksploitasi terhadap anak. Adapun seperti diketahui 

bersama, yang memegang kendali atas anak yakni orang tua. Sehingga 

tidak menutup kemungkinan, bahwa faktor penyebab adanya ksus 

perdagangan anaak (child traffickiing) berasal darri orang tua korban 

sendiri. 

Selanjutnya, pada saat yang bersamaan, Pasal 2-25 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang iniJjugaAmenjelaskanNsecara detail terkait 

perrbuatan yang diilarang dan sannksi pidana yang akan diterapkan. 
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Kemudian, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur terkait perdaganganNanak 

(child trafficking), yang mana ketentuan tersebut menyatakan bahwa: 

1. TidakSseorangpun boleh diperbudak dan diperhamba; 

2. PerbudakanNatauNperhambaan, perdagganganNbudak, 

perdaganganNwanita dan segalaPperbuatan berupaAapapun 

yangTtujuannyaSserupa, diilarang. 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan, bahwa 

perddagangan anak (childd trafficking) mrupakan suattu tindakn yang 

dilarang, mengingat bahwa anak sebagai korban perdagangan ini 

ditujukan untuk di eksploitasi. 

 Berdasarkan aturan-aturan yang telah di jabarkan di atas, tentu 

seharusnya hal tersebut dapat menjadi solusi dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana perdagangan anak (child trafficking). 

Namun, pada kenyataannya penerapan beberapa dasar hukum tersebut 

tidak sesuai dengan harapan, justru kasus yang seharusnya 

diminimalisir, faktanya terus meningkat. Hal tersebut diketahui dari Data 

Kemensos, yang mana sejjak 2016 sampai Junni 2019, Indonesia 

memiliki 4.906 krban perdagangan orrang. Dan data lain dari Simfoni 

PPA Kemenpppa menunjukkan bahwa dari Januarri 2019 sampai Juuni 

2020, terdpat 155 kassus tindak piidana trafficking dan 195 prempuan 

dan anaak menjadi korban. 

 BerdasarkanNhalLtersebut, maka dapatTdisimpulkan, 

bahwaAberbagai peraturan-peraturan yang ada, nyatanya dalam praktik 

tidak berjalan dengan efektif. Sehingga, diharapkan pemerintah dapat 

mengambil langkah preventif sedini mungkin untuk mengatasi kasus 

perdagangan anak (child trafficking) yang kian meningkat ini. Misalnya, 

kebijakan yang dapat diambil di dasarkan atas komitmen nasional dan 

internasional untuk mengadili pelaku, melindungi korban-korban, dan 

berkoordinasi untukKmencegah danNmenangani tindakPpidana 

perdaganganNorang. Mengingat bahwa perlindungan atas 

perdagangan anak (child trafficking) telah di atur dalam berbagai 

ketentuan, salah satunya yakni dalamPPasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yangGmana aturan 

iniNmenentukan bahwaAperlindunganNanak adalahHsegala 

kegiatanNuntuk menjamin dan melindungiAanak dari hak-haknyaAagar 



JIL: Journal of Indonesian Law, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021: 81-105 

 
90 

dapatHhidup, tmbuh, berkembang, danNberpartisipasi, secaraAoptimal 

sesuaiDdengan harkatDdan martabatTkemanusiaan, sertaAmendapat 

perlindunganNdari kekerasanNdan diskriminnasi. PerlindunganNanak 

juga dapatDdipahami sebagaiSsegala upayaAyang bertujuan 

untukKmencegah, memulihkan, danNmemberdayakan anakKyang 

mengalamiPpelecehan, eksploitasiDdanPpenelantaran, sehingga 

dapatTmenjamin kelangsunganNhidup fisik, mental danNsosial yang 

normal serta tumbuh kembang anak. 

 Mengacu pada aturan di atas, tentu dapatDdisimpulkan, 

bahwaAperlindungan terhadapPanak sebagai 

korbanNperdaganganAanak (child trafficking) harus segera di dilakukan 

secepat mungkin. Namun, dalam pemenuhan hal tersebut, tentu bukan 

hanya menjadi tugas dari pemerintah khususnya Kementerian Hukum 

dan HAM saja, melainkan juga menjadi tugas bagiAwakil-wakil 

dariPPemerintah Pusat, PemerintahDDaerah, penegakKhukum, 

massyarakat, lembagaAswadayaAmasyarakat, organisasiPprofesi, 

danPpeneliti/akdemisi, sebagaimanaYyang tercantumDdalam Pasal 58 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

 SelainNitu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia juga menegaskan bahwaAtanggung jawab orangTtua, 

kluarga, masyarrakat, pemrintah, dan negaraAmerupakan 

rangkaianNkegiatan yangGsedang berlangsung untuk melindungiHhak-

hakAanak. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, khsususnyaPPasal 20 jugaAmenentukanBbahwa 

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” 

 Sehingga, berdasarkan ketiga aturan di atas, dpat disimpulkan 

bahhwa upaya perlndungan terhadap anak sebagai korbn perdagangan 

aanak (child trafficking) bukan hannya menjadi tnggung jawab dan 

kewajiban dari pemrintah saja, mlainkan juga dibutuhkan adanya 

koordinasi dari berbagai elemen. 

 Adapun salah satu hak anak sebagai korban perdagangan anak 

(child trafficking) adalah memperoleh perlindungan yang khusus untuk 

menjamin rasa aman dari ancaman yang mengancam diri serta nyawa 

mereka. Yang mana, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
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Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dijelaskan 

bahwaAsetiap annak yangGmenjadi korbanNtindak pidanaBberhak 

mendapatkan restiitusi. Adapun annak yang berrhak memperoleh 

restitusi tersebut yakni anak yang: 

a. BerhadapanJdenganJhukum 

b. DieksploitasiJsecara ekonomiJdan/atauJseksual 

c. MenjadiJkorbanJpornografi 

d. KorbanJpenculikan, penjualaan, danJperdagangan 

e. KorbanJkekerasan fisikJdan/atauJpsikis 

f. KorbanJkejahatanJseksual 

 Berdasrkan hal dii atas, makaa dapat dissimpulkan, bahwa anak 

sebagai korban perdagangan anak (child trafficking) memiliki hak 

restitusi. Adapun upaya hukum dalam menangani annak yang menjjadi 

korban tndak pidana tersebut yakni dillakukan dengan memposisikan 

krban dalam rumah yang aman, penempatan itu dilakukan supaya 

korban mrasa aman darri ancaman dan didampingi oleh PsikiaterDdari 

DinasPPemberdayaanPPerempuan, PerlindunganAAnak, dan Keluarga 

Berencana. 

 Adapun kepolisian juga bertugas dlam menangani korbann tindak 

piidana perdagangan orang, yang mana kepolisian melakukan 

penyelidiikan dan penyyidikan terhadap tinndak pidana prdagangan 

orang sesuai dengan hukum. Daan korban berhak mendapatkan 

perlindungan hukum seperti rehabilitasi, yang mana di dalamnya 

terdapat rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial, serta restitusi. 

 Namun, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya 

dalam hal memberantas tindak pidana perdagangan anak (child 

trafficking), kenyataannya jika dibandingkan dengn negara-negra lain di 

duniia, Indonesia tergolong sbagai negara yang tingkat tindakPpidana 

perdaganganAanak (childDtrafficking)nya cukup tinggi. Laporan 

"Human Trafficking" yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS dan 

ESCAP memposisikan Indonesia pada posisi ke-3 atau terendah dalam 

pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Dengan peringkat 

tersebut, Indonesia tergolong negara dengan jumlah korban yang 

terhitung besar, pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan standar 
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minuman, dan belum melakukan upaya besar untuk memenuhi standar 

pencegahan dan pengendalian perdagangan. 

 Adapun di mata dunia, Indonesia dapat dinilai demikian, karena 

dalam praktik upaya meminimalisir, memberantas, dan mencegah tindak 

pidana perdagangan anak (child trafficking), Indonesia mengalami 

banyak hambatan. Adapun salah satunya yakni sedikitnya undang-

undang yang khusus mengatur perdagangan anak (child trafficking). 

Sehingga, tentu untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan adanya 

koordinasi terkait penjelasan hukum, prosedur dan kerjasama di tingkat 

nasional dan daerah sesuai dengan standar internasional. Selain itu, 

Indonesia harus membentuk struktur hukum yang sesuai dengan 

instrumen dan standar internasional, mengingat hal tersebut dipercaya 

akan sangat membantu dalam mencegah perdagangan anak (child 

trafficking) dan eksploitasi terkait. Sehingga, sudah seharusnya, Negara 

mempertimbangkan dalam penggunaan undang-undang nasional yang 

memenuhi standar internasional untuk merumuskan kejahatan 

perdagangan manusia dengan tepat dalam undang-undang domestik 

mereka dan memberikan panduan rinci tentang berbagai elemen yang 

harus dikenakan pidana. 

 Hal tersebut perlu dilakukan, mengingat bahwa hukum 

merupakan harapan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan 

masalah perdagangan anak (child trafficking). Namun, hingga kini, 

hukum yang ada belum berjalan secara baik dan efektif, hal tersebut 

terlihat dari masih maraknya terdapat pemberitaan di media massa 

tentang kasus-kasusPperdagangan anak.  

 Adapun masalahPperdaganganNanak (child trafficking) ini, 

menjadi masalah yang kompleks, karena hal tersebut merupakan 

kejahatan yang memiliki berbagai macam bentuk, yang mana pada 

umumnya terorganisir dengan baik, tidakKhanyaAdi dalamNnegeri, 

namunJjuga di luarRnegeri. Yang mana, kejahatan yang terorganisir di 

luar negeri ini, tentu sangat menyulitkan bagi aparat penegak hukum 

untuk menyelesaikan masalah. 

 Selain itu, peraturan dalam undang-undang yang dibuat oleh 

pemerintah, seringkali tidak menimbulkan pelaku merasa takut, justru 

hal tersebut menyebabkan lahirnya sesuatu yang baru dalam dunia 

perdagangan anak. Yakni, seperti pelaku tindak pidana perdagangan 
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anak (child trafficking) yang mengadopsi banyak cara-cara dalam 

melakukan kejahatannya, seperti penculikan, memalsukan identitas, 

dan dijanjikan untuk bekerja. Namun, menghadapi hal tersebut, undang-

undang tidak dapat mengungkap pelaku kejahatan, sehingga undang-

undang tersebut dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan masalah 

perdagangan anak (child trafficking). 

 Hal tersebut terjadi karena, memangGdalamPPasal 83 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan 

adanyaLlarangan memperdgangkan anakAatau menculik anaak itu 

sendri atau unttuk dijual. Namun ketentuan pemberian sanksi di KUHP 

sangat ringan. Sehingga berdsarkan hal tersebut, diperlukan adanya 

tindakan khusus terhdap tindak piidana perdagangan annak, baik yang 

bersifat formil, maupun materiil. 

 Adapun, Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang PTPPO, menyatakan 

bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah 

negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)  tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 

 SelainNitu, undang-undangPperlindungan anak jugaAtelah 

memberikanNsanksi kepadaAsetiap individu yang mlakukan 

penyalahgunaan anak unntuk tujuan yang dillarang oleh hukumm. 

Sejalan dengan ktentuan tersebut, UU perlindungan anak ini, 

memberikan sankssi untuk perbuatan: 

1. MembiarkanHanak dalamHsituasi darurat,HpadahalHanak 

tersebutHmemerlukan pertolonganHdan perluHdibantu 

2. Sengaja dalam melakukanHkekerasan, memaksa atau 

mengancam anak mlakukanHpersetubuhan  
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3. Menjual, memperdagang, atau menculik anak 

untukJkepentingan diriJsendiri atauJuntukJoranglain 

4. Memperalat anak dengn mengandung unsur kekerasan 

5. Eksploitasi anakJdengan mksud menguntungkanJdiri sndiri 

atauJoranglain 

6. Melepas tanggung jawab dengan membiarkan anak 

 

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kasus Child Trafficking di 

Indonesia 

Sebelumnya, telah dijelaskan, bahwa tindak pidana perdaganganJanak 

(chld traffickinng) merupakanJsuatu kjahatan yangJselain dapat timbul 

akibat kurangnya ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya, juga 

dapat disebabkan karena kurangnya koordinasi dari berbagai elemen 

dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.  

Terlepas dari hal tersebut, dengan cepatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tentu tidak menutup kemungkinan juga 

dibarengi adanya kejahatan global yang ikut berkembang pesat. Namun, 

secara kuantitas atau kualitas, perkembangan permasalahan pidana 

tersebut masih perlu dibahas dan dicermati berdasarkan aktivitas 

permasalahan tersebut. Karena, akan sulit untuk memahami kejahatan, 

apalagi menentukan tindakan yang tepat untuk menangani kejahatan, 

jika penyebab kejahatan tidak dipelajari terlebih dahulu. Adapun, 

telahJbanyak upaya yangJdilakukan untukKmeneliti danJmempelajari 

penyebab kejahatan manusia. Dan, menurut sifat 

kejahatanNyangNdilakukan, sulit untukFmenentukan faktorPpastiFyang 

menyebabkan seseorangGmelakukanJkejahatan. 

Adapun perdaganganNanak (child trafficking) dengan 

tujuanNuntuk eksploitasiSseksual komersialNanak,Nyang mana anak 

dimanfaatkan untuk memperdagangkan barang dan objek seksual orang 

dewasa merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas, 

mengingat bahwa tindakan yang dapat menghilangkan masa depan 

anak ini justru kian hari semakin meningkat. Tentu hal tersebut 

menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi alasan atau faktor 

terjadinya tindak pidana perdagangan anak (child trafficking) ini. 
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Terdapat beberapa pendapat, yang menyatakan bahwa adanya 

tindak pidana perdagangan anak (child trafficking) dipengaruhiOoleh 

beberapaAfaktor, antaraAlain: 

a. Faktor Ekonomi 

Penyebab utama terjadinya perdagangan anak (child 

trafficking) biasanya di latarbelakangi oleh kemiskinan dan 

sedikitnya lapangan kerja yang tidak sepadan dengan 

besarnya jumlah penduduk. Menurut Data Biro Pusat Statistic 

(BPS), padaAMaretK2020 jumlahPpendudukNmiskin 

IndonesiaAmencapai 26,42Tjuta orang, meningkat 1,63Kjuta 

orangTterhadap SeptemberK2019 danNmeningkat 1,28Kjuta 

orangNterhadap MaretJ2019. 

 Kebanyakan anak-anak tidak mempunyai pilihan lain dan 

terpaksa harus bekerja untuk bertahan hidup, karena mereka 

tidak mempunyai kesempatan dalam mendapatkan 

pekerjaan. Masalah perekonomian selalu saja menjadikan 

keluarga khususnya orang tua semakin mudah terperangkap 

oleh pelaku perdagangan anak (child trafficking) dengan janji-

janji akanPpekerjaanJyang bisa membuatNhidup menjadi 

lebihBbaikJlagi dengaan gajiYyang menggiurkan tentunya. 

Sehingga, seringkali para pelaku dalam melancarkan aksi 

kejahatannya berawal dengan modus akan memberi 

pekerjaan, hal tersebut dilakukan karena dirasa merupakan 

alasan yang paling efektif, mengingat bahwa kemiskinan telah 

merajalela dan lapangan pekerjaan yang ada sangatlah 

sempit. 

  Namun, tidak semua orang yang hidup dalam 

kemiskinan menjadi korban perdagangan anak (child 

trafficking). Masih banyak jutaan penduduk Indonesia yang 

hidup berkecukupan, namun menjadi korban tindak pidana ini. 

Gaya hidup yang konsumtif dan materialistis lah yang 

menyebabkan orang terjerumus ke dalam perdagangan anak 

(child trafficking). Di era sekarang, di berbagai negara, 

termasuk Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang dimana 

segala kebutuhan hidup serba mahal. Inilah yang menjadikan 

orang menghasilkan uang dengan cara apapun. 
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  Sehingga, berdasarkanYuraian diJatas, 

dapatDdisimpulkan, baahwa salah satu faktorPpenyebab 

perdagangan anak (child trafficking) yakni hidup dalam 

keadaan miskin, yakni pelaku yang berusaha menghasilkan 

uang dengan cara yang tidak benar, dan dari keluarga 

khususnya orang tua sendiri yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja memberikan anaknya karena tergiur dengan manfaat 

ekonomi yang ditawarkan oleh pelaku. Sehingga, diharapkan 

pemerintah dalam upaya pemberantasan perdagangan anak 

(child trafficking) ini, hendaknya memperhatikan dan 

mengusahakan mengurangi kemiskinan. 

b. Faktor Pendidikan 

Pendidikan yang rendah akan menyebabkan anak berpeluang 

besar terikat ke dalam kasus perdagangan anak (child 

trafficking). Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang 

perdagangan anak (child trafficking) membuatOorang-orrang 

lebihMmudah terperangkap unttuk menjadiKkorban dari 

tindak pidana ini, khususnya pada daerah perdesaan, yang 

mana sering kali pelaku tidak menyadari dan mengetahui 

bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum. 

  Selanjutnya, korban perdagangan anak (child 

trafficking) sulit dalam mendapatkan bantuan di negara 

dimana para korban diperdagangkan, hal tersebut karena 

para korban tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan 

bahasa di negara mereka diperdagangkan. Orang tua yang 

tinggal di daerah terpencil pun masih banyak yang memiliki 

pendidikan rendah dengan berprofesi sebagai petani maupun 

pekerja domestik. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu 

faktor minimnya informasi yang didapatkan tentang 

bahayanya perdagangan anak (child trafficking). 

  Upaya dalam mengatasinya dapat melalui 

pemberdayaan sosial keluarga. Diperlukan untuk memberi 

wewenang terhadap yang dituju untuk pemberdayaan tentang 

hakDdan kewajibanAanggota keluargaDdan tidakJjuga 

membedakanJjenis kelaminDdalam pendiidikan. Diperlukan 

jugaPpengetahuan tentang apa itu penipuan dan bagaimana 
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cara penipuan itu bekerja yang digunakan oleh para pelaku 

perdagangan anak (child trafficking).  

c. Faktor Lingkungan 

Lingkungan adalah keadaan yang baik dengan wujudnya 

meliputiBbenda-benda,kondisiDdan pengaruh yang terdapat 

padaRruangan tempatKkita tinggal, danMmempengaruhi 

makhlukKhidup, termasukMmanusia itu sendiri. Lingkungan 

sosial akan memberikan dampak yang lebih besar pada 

manusia, terutama pada perkembangan pribadi anak. 

Menurut Zahara Idris, lingkungan sosial memiliki pengaruh 

yang besar terhadap pembentukan ciri-ciri kepribadian, ciri-ciri 

kepribadian tersebut antara lain kejujuran, kegembiraan, 

dapat dipercaya, dan lain-lain, serta kepercayaan pada sikap 

dan nilai. 

  Perdagangan anak (child trafficking) dapat terjadi 

akibat lingkungan tempat tinggal. Yakni kurangnya perhatian 

dari lingkungan sosial terhadap anak, sehingga anak banyak 

yang terjerumus menjadiKkorban tindakPpidana dari pelaku 

perdaganganAanak (childTtrafficking) ini. 

d. Faktor Keluarga 

Faktor iniLlebih mengacuPpada situasiKkeluarga, terutama 

hubunganYyang tidak harmonisAantara orang tua. Sang ayah 

akan bisa dengan mudahnya melecehkan anak-anak sebagai 

jalan keluar atau mencoba menghilangkan  kemarahan 

terhadap istrinya. Sikap marah dan tidak terkendali 

jugaDdapat memicu terjadinyaKkekerasan padaAanak. Para 

orangTtua dengan permasalahan cacat fisik atau mental 

(idiot) seringkali tidak bisa mengontrol kesabarannya saat 

mengasuh anaknya. Oleh karena itu, merekaJjuga 

merasaMmerugi atasKkeberadaanAanak-anakTtersebut. Tak 

jarangOorangtua merasaKkecewa danFfrustasi. 

  Akibat hal tersebut, seringkali orang tua dengan 

sengaja memberikan anak mereka untuk di eksploitasi kepada 

para pelaku perdagangan anak (child trafficking) dengan 

meminta manfaat ekonomi. Orang tua tentu dapat 
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melaksanakan hal tersebut, mengingat bahwa orang tua 

adalah pihak yang memegang kendali atas anak. 

e. Faktor Ketidaksetaraan Gender 

Undang-UndangDDasar NegaraRRepublik IndonesiaTTahun 

1945 menjamin adanya hak-hak yang sama di segala bidang, 

termasuk dalam hukum antara perempuan dengan laki-laki. 

Namun, pada kenyataanya, di Indonesia masih terdapat 

ketidaksetaraan gender. Yang mana, hal tersebut 

menyebabkanBbanyak perempuanTtertinggal dariLlaki-laki. 

PerempuanMmemiliki akses terbatas untuk mendapatkan 

pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. Sehingga, dapat 

disimpulkan, jika ketidaksetaraan gender masih ada, maka 

perempuanlah yang menderita, misalnya banyak anak 

perempuan tidak bisa bersekolah karena kemiskinan. 

Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah 

sering mengambil keputusanUuntuk menghentikanAanak 

menempuh pendidikan, trutama anakPperempuan. 

SelainNitu, karena alasan keuangan, orangTtua biasanya 

memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya lebih 

awal, keputusan ini sebenarnya tidak tepat. Oleh karena itu, 

perkawinan anak seringkali berakhirDdengan 

perceraianBbahkan berdampak pada kesehatanAanak 

yangBbersangkutan. 

 Faktor-faktorYyang telahDdisebutkanDdi attas, 

merupakanAalasan-alasan yangGmenyebabkan terjadinya 

perdagangan manusia, khususnya adalah perdagangan anak 

(child trafficking), yang mana hal-hal tersebut terjadi hampir di 

semuaNnegara diAAsiaATenggara. Namun, setiap 

negaraAmemiliki faktor-faktorSspesifik yang menjadikan anak 

menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan anak (child 

trafficking). Adapun di Indonesia, penyebab tindak pidana 

tersebut antara lain: Pernikahan dini, Perceraian, Tekanan 

dari orang tua, Lingkungan bekerja, Kemiskinan, Pendidikan, 

Kelas menengah yang bekerja, Krisis ekonomi, Dipaksa oleh 

keadaan , Upah kecil, Kebebasan, dan Kebutuhan anak 
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Berdasarkan faktor-faktor yang telah di jabarkan di atas, dapat 

terlihat, bahwa dari setiap faktor yang menimbulkan adanya 

perdagangan anak (child trafficking) yakni disebabkan oleh 

keluarga khususnya orang tua dari korban sendiri, mengingat 

bahwa perdagangan orang (human trafficking) tidak akan 

terjadi jika salah satu alasannya adalah tidak mendapatkan 

persetujuan dari pemegang kendali atas korban. Sehingga, 

dapat disimpulkan, bahwa perdagangan anak (child 

trafficking) dapat terjadi akibat kesengajaan atau 

kelalaianDdari orangTtua, mengingat bahwaAorangTtua 

merupakan pemegang kendali atas anak. Yang itu artinya 

tanggung jawab terhadap anak berada di tangan orangtua. 

3. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak sebagai Korban 

Child Trafficking 

Keluarga terutama orangTtua, merupakanPpihakYyang dianggap 

sangatDdekat denganAanak. Muncul anggapan semacam itu, karena 

orang tua merupakan tempat pertama pembentukan peran anak. Selain 

itu, keluarga yang merupakan media pertama untuk sosialisasi anak, 

menjadikan orang tua bertanggungjawab pada perkembangan fisik dan 

mental anak-anaknya. Kemudian, di dalam keluarga, anak-anak mulai 

menerima doktrin yang sesuai dengan aturan agama dan sosial. Mulai 

dari segi tingkah laku, bahasa, bahkan segala aktivitas anak tidak 

terlepas dari perhatian dan bimbingan orang tuanya. 

Namun, seperti diketahui bersama, berdasarkan penjelasan 

sebelumnya, disebutkan bahwa keluarga merupakanSsalah satuFfaktor 

yangMmenjadi penyebab terjadinyaAperdaganganAanak (child 

trafficking). Dikatakan demikian, karena seringkali ditemui orang tua 

yang lalai dan kurang peduli terhadap administrasi anak, misalnya 

dalam hal pembuatan akta kelahiran. Masih marak ditemukan adanya 

beberapa anak yang belum memiliki surat tersebut, dan tentu anak yang 

tidak memiliki tanda pengenal demikian, akan sangat mudah dijadikan 

korban perdagangan anak (child trafficking), hal tersebut karena anak 

tidak terdokumentasi dalam pemerintahan. Situasi demikian, tentu 

mendukung pelaku tindak pidana dalam melancarkan aksi 

kejahatannya, mengingat pelaku tidak perlu khawatir identitas korban 

akan diketahui. Sehingga, faktor eksternal inilah yang menyebabkan 



JIL: Journal of Indonesian Law, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021: 81-105 

 
100 

pemerintah Indonesia tidak maksimal dalam menangani masalah 

perdagangan anak (child trafficking). 

Namun, terlepas dari hal tersebut, perlindungan terhadap anak 

supaya terhindar dari perdagangan anak (child trafficking), dapat 

dilakukan dengan penguatan pengawasan, pengendalian fasilitas, dan 

pengasuhan anak, yakni dengan mengarahkan dan membimbing anak, 

salah satunya dengan ceramah agama. Dalam hal ini, tanggung jawab 

berada di tangan keluarga, terutama orang tua. 

SelainNitu, orangTtua, keluarga, danNnegara jugaAmemiliki 

tanggung jawab dalam halLmelindungi danNmenjamin hak-hakAanak, 

yakni agarRmereka dapatBberkehidupan dengan layak tanpa 

mengalami hambatan dalam tumbuh dan kembangnya. Demikian, orang 

tua memiliki kewajiban untukKmemberikan perlindunganNdan 

memenuhiSsegala kebutuhanAanak hinggaDdewasa. Adapun terkait 

hal ini, dapat dilihat dalamPPasal 26 Undang-UndangNNomor 

23TTahun 2002Ttentang PerlindunganAAnak, yang mana 

menyatakanBbahwa “OrangTtua berkewajibanNdan 

bertanggungJjawab untukKmengasuh, memeliihara, mendidikk, 

danNmelindungiAAnak; menumbuhHkembangkan AnakKsesuai 

dengan  kemampuan, bakatDdanNminatnya; mencegahHterjadinya 

perkawinanPpada usiaAAnak; danNmemberikanNpendidikan 

karakterRdan penanamanNnilai budiPpekerti padaAAnak.” 

Berdasarkan ketentuan diAatas, seharusnya anak tidak akan 

mengalami menjadi korban perdagangan anak (child trafficking), 

mengingat anak memiliki orang tua yang seyogyanya memberikan 

perlindungan padanya. Namun, jika ternyata orang tua lalai atau 

sengaja memberikan anak untuk di eksploitasi oleh pelaku tindak pidana 

kejahatan perdagangan anak (child trafficking), tentu orang tua tersebut 

dapat dikategorikan telah melanggar hukum, karena melakukan 

penyimpangan atas kewajibannya terhadap anak. 

Ketentuan semacam itu juga diatur dalam PasalL45 Undang-

UndangNNomor 1TTahun 1974 tentangPPerkawinan, yang mana 

menyatakanBbahwa: 

a. OrangTtua wajibUuntuk memeliharaDdan mendidikAanak-

anak mereka sebaik-baiknya. 
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b. OrangTtua wajibUuntuk memeliharaDdan mendidikAanak-

anak yangBbelum dewasaSsampai anak-anakYyang 

bersangkutanDdewasa atauBberdiri sendiri.  

 

BerdasarkanKketentuan diAatas, makaAdapat disimpulkan, 

bahwaOorang tua seharusnya bertanggungGjawab terlebih dahulu 

terhadap kesejahteraan anak secara mental, fisik dan sosial hingga 

anak mencapai usia dewasa. Serta, orang tua wajib mengasuh dan 

mendidik anaknya hingga anak mampu memenuhi kebutuhannya 

sendiri. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Perdagangan anak (child trafficking) merupakan tindakan perekrutan, 

transportasi, mentransfer, dan menyembunyikan anak-anak dengan 

tujuan eksploitasi. Yang mana akibat dari eksploitasi tersebut tidak 

hanya berdampak pada rasa sakit secara fisik, melainkan juga 

kesehatan psikis anak dapat terganggu. Berdasarkan hal tersebut, tentu 

dibutuhkan upaya khusus dalam memberantas tindak pidana yang 

melanggar hak anak ini. Adapun, hukumNmerupakan salahSsatu 

strategi yangGdigunakan untukKmeminimalisir kejahatan luar biasa ini. 

Adapun berdasarkan hukum internasional, pihakYyang berkaitan 

secaraHhukum dalamPpelaksanaan HakAAsasi Manusia yakni negara. 

Dalam halLini, IndonesiaTtelah memilikiBberbagai ketentuan 

yangGmengatur terkait perlindunganNanak. Namun, hal tersebut dirasa 

kurang efektif dalam praktiknya, hal demikian terlihat dari masih 

maraknya berita di media massa terkait kasus yang melibatkan anak. 

Adapun kegagalan penanggulangan perdagangan anak (child 

trafficking) ini bukan hanya disebabkan karena hukum yang tidak 

memainkan perannya dengan baik, melainkan terdapat beberapa faktor 

yang juga mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain: 

faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, keluarga, dan ketidaksetaraan 

gender. Adapun, dari setiap faktor-faktor yang menimbulkan adanya 

perdagangan anak (child trafficking) ini, pasti terdapat unsur tidak 

dipenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap anak, dikatakan 
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demikian karena perdagangan orang (human trafficking) tidak akan 

terjadi jika salah satu alasannya adalah tidak mendapatkan persetujuan 

dari pemegang kendali atas korban. Sehingga, dapat disimpulkan, 

bahwa perdagangan anak (child trafficking) dapat terjadi akibat 

kesengajaan atau kelalaian dari orang tua dalam memberikan 

persetujuan kepada pelaku atas anak untuk di eksploitasi, hal demikian 

dapat dilakukan, karena orang tua merupakan pemegang kendali atas 

anak. Sehingga, orang tua yang demikian, dapat dikategorikan telah 

melanggar hukum, mengingat bahwa tanggungJjawab dan 

kewajibanOorang tuaDdalam memberikanPperlindungan terhadap anak 

telah diaturDdalam berbagai ketentuan yang ada di Indonesia. 
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